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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor 5507/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Banyuwangi  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama   telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara Cerai Gugat antara:

XXXNIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Januari 1988,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Swasta  TKI,

bertempat tinggal di dahulu beralamat di XXXKabupaten

Banyuwangi,namun  sekarang  berada  di  XXX,  Taiwan,.

dalam hal  ini  memberikan kuasa kepada Siti  Nurhayati,

S.H,.M.H.,  Devi  Agenop,  S.H.,  dkk.  advokat/penasehat

hukum yang beralamat di Jalan Mendut No.04 Kelurahan

Tamanbaru  Kecamatan  Banyuwangi  Kabupaten

Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08

Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Malang,            02 Januari 1981, agama

Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023
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yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banyuwangi,  Nomor

5507/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut :.

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  Suami  Isteri  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  sah  menurut  Agama  Islam  pada  tanggal

15  September  2017  dihadapan  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

XXXKabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan  Akta Nikah

Nomor :XXX; 

2. Bahwa  setelah  melangsungkan  pernikahan  antara  Penggugat  dan

Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah kontrakan Bali    selama

kurang lebih 12 tahun 11 bulan;

3. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan status Penggugat adalah Perawan,

sedangkan  Tergugat  adalah Jejaka,  dan  dalam  perkawinannya  antara

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya

suami istri, dan telah di karunia 1 orang anak:

a. XXX, NIK : XXX,  Tempat/tanggal lahir, Banyuwangi 13 Juni 2018,

umur 5 tahun;

4. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun,  namun  sejak  tahun  2021  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat  dengan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya yaitu;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan

dalam membina rumah tangga karena kerap terjadi  perselisihan dan

pertengkaran,  hal  ini  lantaran  Tergugat  tidak  dapat  mencukupi

kebutuhan  nafkah  Penggugat,  sehingga  untuk  mencukupi  kebutuhan

sehari  –  hari  Penggugat  bekerja  sendiri  sebagai  TKI,  dan  Tergugat

kurang harmonis dengan anak bawaan Penggugat yakni selalu kasar;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut diatas, Penggugat

dan Tergugat  telah  berpisah  kurang lebih selama 1 tahun,  dan  Tergugat

pulang ke rumah orang tuanya;   

6. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup  berumah

tangga  dengan  Tergugat  dalam  suatu  ikatan  perkawinan,  sebab
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kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

diharapkan lagi  dengan keadaan rumah tangga yang sudah diuraikan di

atas,  maka  sulit  kiranya  perkawinan  dipertahankan, karena  Penggugat

mempunyai  dasar  dan  alasan  kuat  menurut  hukum  untuk  mengajukan

gugatan  perceraian,  dan  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19  huruf (f) Jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “  antara

suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan

tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ”. 

7. Bahwa  oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya  Pengadilan  Agama

Banyuwangi   dapat  menerima  dan  mengabulkan  gugatan  perceraian

Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon agar  Ketua

Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Sughra  dari  Tergugat  (XXX)  terhadap

Penggugat (XX);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

 Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,Kuasa  Hukum

Penggugat  datang menghadap sendiri  ke  muka sidang sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5507/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  sekalipun  menurut  relaas  panggilan

Nomor 5507/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di

muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  kehadiran  Kuasa  Hukum  Penggugat  di  persidangan  ternyata

bukan  untuk  melanjutkan  proses  persidangan  tetapi  menyatakan  hendak

mencabut  gugatannya  karena  akan  berusaha  memperbaiki  rumahtangga

dengan Tergugat; 

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum

Penggugat  sebelum  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat  atau  sebelum

Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan

dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1)

Reglement  of  de  Rechtsvordering  (RV),  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

pencabutan  tersebut  patut  dikabulkan  dan  perkara  dinyatakan  dicabut

sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan  Penggugat

tersebut  maka  diperintahkan  kepada  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang,   bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus

dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

5507/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

 

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Banyuwangi  pada  hari  ini  Rabu  tanggal

27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445

Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron.,

M.Hum. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Yuliadi,  S.H,  M.H.  sebagai  Panitera

Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Hukum  Penggugat   tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. Drs. H. Mukminin
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Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

-    Pendaftaran : Rp 30.000,00

-    Proses : Rp 100.000,00

-    Panggilan : Rp 400.000,00

-    PNBP : Rp 20.000,00

-    Redaksi : Rp 10.000,00

-    Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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